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PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 23 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN KENDAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi 
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kendal sehingga dapat mewujudkan sistem 
penganggaran yang obyektif, terukur, dan akuntabel, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah juncto Pasal 93 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

disusun analisis standar belanja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kendal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Kendal; 

Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14 dan 15  dari  Hal  Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
157); 

17. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor 8 Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1); 

18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 11 Seri E No. 
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Kendal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas  
Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 11 Seri E No. 
8); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA 
KABUPATEN KENDAL. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Bupati adalah Bupati Kendal. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.  

5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati 
dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas 

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah 
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari 
pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai 

dengan kebutuhan.  

10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 

adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penilaian 
kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan kegiatan 

sejenis yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah, yang 
dituangkan dalam bentuk ASB. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan pedoman penilaian kewajaran dalam bentuk ASB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah : 

a. untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan belanja serta 
menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas pada tiap-tiap 

kegiatan dari setiap RKA-SKPD; 

b. sebagai pedoman dalam menyusun anggaran pada tiap-tiap 

kegiatan SKPD sehingga mempunyai kepastian batasan 
jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap 
kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan dan 
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ketentuan lainnya sebagai pedoman dalam penyusunan 

APBD; dan 

c. untuk meminimalisasi disparitas atau kesenjangan antara 

praktek penyusunan anggaran yang berlangsung dengan 
kondisi ideal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 4 
 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah ASB untuk kegiatan 
yang terdiri atas : 

a. Bimbingan Teknis; 

b. Pelatihan; 

c. Penyuluhan; 

d. Pendampingan/Fasilitasi Masyarakat; 

e. Penyusunan Dokumen dan Laporan Tahunan (rutin); 

f. Studi/Kajian/Penelitian/Analisis; 

g. Seminar, Diseminasi, dan Sosialisasi; 
h. Monotoring; 

i. Evaluasi Kegiatan; 
j. Pembinaan; 
k. Pemberdayaan; 

l. Pengawasan dan Pengendalian; 
m. Koordinasi; 
n. Forum Komunikasi; 

o. Publikasi Langsung pada Masyarakat; 
p. Penyelenggaraan Perlombaan; 

q. Pengiriman duta/Kontingen/Acara/Perwakilan/ Perlombaan; 
r. Penyelenggaraan Acara/Even Organizer; 
s. Akreditasi Sekolah dan Lembaga Setingkat Lainnya; 

t. Penyusunan Standar, Panduan, Pedoman, dan Kebijakan; 
u. Penyusunan Data Base dan Aplikasi Software; 

v. Pemeliharaan, Pengembangan dan Updating database dan 
Aplikasi Software; 

w. Pendataan dan Survey; 
x. Penataan dan Pengelolaan Arsip; 
y. Penyediaan Alat Tulis; dan 
z. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 
 

BAB III 

PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA 
 

Pasal 5 
 

(1) SKPD wajib menggunakan ASB dalam penyusunan RKA-

SKPD. 

(2) Ketentuan mengenai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 6 
 

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap penggunaan ASB dalam 

penyusunan RKA-SKPD dilaksanakan oleh TAPD. 
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(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan untuk mengetahui efektifitas dan 

permasalahan dalam penerapan ASB sebagai bahan 

penyempurnaan penyusunan ASB berikutnya. 

(3) Pengendalian dan evaluasi ASB dilakukan pada saat verifikasi 

RKA-SKPD dan DPA-SKPD. 
 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 7 
 

Khusus untuk penyusunan RKA-SKPD pada kegiatan selain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut : 
a. dalam penyusunan RKA-SKPD tidak berpedoman pada ASB 

yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan 

b. penganggaran dalam penyusunan RKA-SKPD sebagaimana 
dimaksud pada huruf a didasarkan pada kebutuhan riil, 
dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian 

obyek belanja kegiatan dimaksud berdasarkan hasil 
pembahasan TAPD. 

 

Pasal 8 
 

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan 

terhitung sejak penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020.   
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

Ditetapkan di Kendal 
Pada tanggal 18 April 2019 

 

BUPATI KENDAL, 
 

cap ttd 
 
 

MIRNA ANNISA 
 

 
 

 

Diundangkan di Kendal 
Pada tanggal 18 April 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 
 

cap ttd 
 

MOH. TOHA 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 23 


